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Abstractketub 
This study aimed to determine the implementation of fishery business license retribution 
policy in Banggai Islands Regency. The method used was descriptive qualitative research method 
and data were collected through observation, interviews, and documentation, with purposive 
informant selection resulting in 7 people. The results, with the approach of the implementation 
model of George Edward III, showed that the implementation of fishery business license retribution 
policy in Banggai Islands Regency had not been running well because from the four aspects 
studied in the field, there were three aspects which were not running well. The implementation of 
the program was known from the influencing factors, namely: 1) Communication about the 
contents of Local Regulation Number 12 Year 2012 on Fishery Business License Retribution in 
Banggai Islands Regency had been implemented properly. 2) Resources in the implementation of 
Local Regulation Number 12 Year 2012 on Fishery Business License Retribution in Banggai 
Islands Regency were inadequate. 3) The attitude of the implementers of fishery business license 
retribution policy in Banggai Islands Regency had not shown good commitment. 4) The 
bureaucratic structure in the implementation of fishery business license retribution policy 
according to the standard operating procedures (SOP) had not been implemented properly. 
Keyword: Communication, Resource, Desposition, Bureaucracy Structure 
 
Pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  
luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab 
sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, telah membentuk 
sistem baru bagi pemerintahan di daerah, 
kondisi tetap membuka peluang, tantangan 
dan kendala terutama kepada daerah 
kabupaten dan kota untuk lebih leluasa 
mengelola pembangunan di daerah masing-
masing sesuai dengan aspirasi masyarakat.   
Kemampuan pembiayaan daerah sangat 
ditentukan dari besar kecilnya penerimaan dan 
sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah 
satu kewenangan pemerintah daerah dewasa 
ini adalah kewenangan untuk mengelola 
potensi daerah dalam rangka memenuhi 
anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Pendapatan Asli Daerah merupakan  
pendapatan yang diperoleh daerah dan 
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
meliputi: pajak daerah, retribusi daerah 
(termasuk hasil dari pelayanan badan layanan 
umum daerah), hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan (antara lain bagian 
laba dari BUMD dan hasil kerjasama dengan 
pihak ketiga) dan lain-lain PAD yang sah. 
Berkaitan dengan itu, maka pemerintah 
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (PDRD), dimana dalam 
Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa: 
“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
merupakan salah satu sumber pendapatan 
daerah yang penting guna membiayai 
pelaksanaan pemerintahan daerah. Retribusi 
Daerah, yang selanjutnya di sebut Retribusi, 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan”. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai 
Kepulauan yang merupakan penanggung 
jawab pengambil kebijakan dalam penetapan 
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tarif retribusi izin usaha perikanan, sehingga 
pemerintah daerah kabupaten banggai 
kepulauan telah mengeluarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 
12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha 
Perikanan, merupakan salah satu upaya serius 
pemerintah kabupaten banggai kepulauan 
dalam menetapkan tarif retribusi izin usaha 
perikanan, dalam upaya peningkatan 
pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun 
pelaksana penanggung jawab kebijakan 
retribusi izin usaha perikanan adalah Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai 
Kepulauan.  
Usaha perikanan yang dilakukan 
pungutan retribusi izin yang ada diKabupaten  
Banggai Kepulauan   anatar lain: (1) Surat Izin 
Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis 
yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan 
untuk melaksanakan usaha perikanan dengan 
menggunakan sarana produksi yang tercantum 
dalam izin tersebut, setiap perusahaan 
perikanan wajib memiliki SIUP, antara lain 
jenis usaha penagkapan ikan; penyimpan/ 
penampung dan/atau pengolahan ikan; 
penggunaan penangkapan ikan;penggunaan 
kapal perikanan,Budidaya Perikanan; (2) Surat 
izin penangkapan ikan (SIPI) adalah izin usaha 
tertulis yang harus dimiliki setiap kapal 
perikanan untuk melakukan penangkapan ikan 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari SIUP, (3) Surat izin kapal pengangkut 
ikan(SIKPI) adalah izin usaha tertulis yang 
harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk 
melakukan pengumpulan dan pengangkutan 
ikan. Setiap perusahaan yang memiliki kapal 
perikanan berukuran 5 (lima) GT sampai 
dengan 10 (sepuluh) GT wajib memiliki SIPI 
dan SIKPI. 
Usaha pengembangan penerimaan 
retribusi izin usaha perikanan pada tiap 
tahunnya mengalami  kendala  dan  hambatan,  
seperti kurangnya pengetahuan para pelaku 
usaha perikanan tentang kebijakan retribusi  
daerah ataupun minimnya tingkat pendapatan  
sehingga memicu kurangnya kesadaran bagi  
wajib retribusi dalam membayar retribusi izin 
usaha perikanan, dalam rangka kegiatan Usaha 
perikanan masih ada pelaku usaha perikanan 
yang belum memiliki izin, adanya 
penunggakan yang dilakukan oleh pihak 
tertentu dalam pelaksanaan pembayaran 
retribusi izin usaha perikanan, hal ini tentu saja 
akan menunda penerimaan retribusi yang 
seharusnnya sudah diterima tetapi masih 
ditangguhkan karena wajib retribusi belum 
bersedia membayar retribusi, sehingga 
mengakibatkan jumlah penerimaan pendapatan 
retribusi izin usaha perikanan yang diperoleh 
menjadi berkurang. Maka dari itu diperlukan 
adanya pengawasan retribusi izin usaha 
perikanan kepada para pelaku usaha perikanan 
dari unsur yang terakait dengan pelasana 
kebijakan. 
Pentingnya pelaksanaan dan pengawasan 
dalam pegelolaan retribusi Izin usaha 
perikanan pada dasarnya dimaksudkan untuk 
menjaga agar kegiatan dalam suatu sistem 
pengelolaan retribusi izin usaha perikanan 
sesuai dengan rencana yang ditenkukan. Selain 
itu pengawasan ini ditujukan untuk 
mengetahui kelemahannya yang dihadapi 
dalam pemungutan sehingga mempengaruhi 
tingkat penerimaan. Berbagai kekurangan-
kekurangan dapat diatasi melalui 
pengawasannya secara langsung maupun tidak 
langsung.  
Berdasarkan data Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan, 
Penetapan target penerimaan retribusi izin 
usaha perikanan di Kabupaten Banggai 
Kepulauan  tidak didasarkan pada potensi yang 
ada, dan tidak didasarakan pada pencapaian 
realisasi sebelumnya (secara incremental).  Itu 
dapat terlihat data target dan realisasi, pada 
tahun 2012 target retribusi Rp.100,000,000,00- 
realisasi Rp.100,984,200,00-(100,98%), tahun 
2013 target retribusi Rp.50,000,000,00-, 
realisasi Rp.58,623,500,00-(117,25%), tahun 
2014 target retribusi Rp.70,000,000,00- 
,realisasi Rp.80,410,500,00-(114,87%), tahun 
2015 target retribusi Rp.40,000,000,00-, 
realisasi Rp.18,162,000,00-(45,41%). 
Gambaran data target dan realisasi 
retribusi izin usaha perikanan tahun 2012 s/d 
tahun 2014 terdapat  capaian realisasi yang 
berada diatas target, namun kenaikan tersebut 
sangat kecil dari potensi retribusi izin usaha 





perikanan, bahkan di tahun 2015 retribusi izin 
usaha perikanan tidak mencapai target dari 
apa yang direalisasikan. Penerimaan 
pendapatan Daerah Kabupaten Banggai 
Kepulauan melalui retribusi izin usaha 
perikanan menunjukan kurang adanya 
peningkatan berarti bahkan untuk tahun 
terakhir ini tidak mencapai target yang telah 
ditetapkan, padahal jumlah wajib retribusi izin 
usaha perikanan setiap tahunnya mengalami 
peningkatan. 
Untuk melihat permasalahan tersebut, 
perlu dilakukan penelitian apakah berada 
ditataran regulasi atau implementasi. Dalam 
penulisan ini, difokuskan pada tataran 
implementasi kebijakan, yang akan dikaitkan 
dengan teori Edward III yang mengemukakan  
ada beberpa hal yang dapat mempengaruhi 
keberhasilan suatu implementasi, yaitu: (1) 
Komunikasi; (2) Sumber daya; (3) Disposisi; 
(4) Struktur birokrasi. Tujuan yang diharapkan 
dari kajian ini dengan mengacu pada rumusan 
masalah adalah untuk mengetahui bagaimana 
implementasi kebijakan retribusi izin usaha 




Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Kerlinger (Iskandar 2009;20) menyatakan 
bahwa Metodologi  Penelitian Kualitatif 
bersifat secara rasional, sistematik, terkonrol, 
empiris, dan kritis terhadap objek sasaran 
dalam bidang yang diteliti untuk memperoleh 
pengetahuan baru. Sugiyono (2005;14) 
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang di 
lakukan  untuk  mengetahui  variabel  mandiri,  
baik  satu  variabel  atau  lebih  tanpa membuat 
perbandingan atau menghubungkan antara satu 
variabel dengan variabel yang  lain.   
Lokasi penelitian adalah di Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai 
Kepulauan. Penelitian ini dilakasanakan 
selama selama 3 (tiga) bulan  yakni Juni-
Agustus 2016. Penelitian ini menggunakan 
informan sebanyak 7 orang. Teknik 
pengumpulan data adalah wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Instrumen 
penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik 
Analisis data dilakukan dengan cara 
mengorganisasi data yang diperoleh kedalam 
sebuah kategori, menjabarkan data kedalam 
unit-unit, menganalisis data yang penting, 
menyusun atau menyajikan data yang sesuai 
dengan masalah penelitian dalam bentuk 
laporan dan membuat kesimpulan agar mudah 
untuk dipahami.  Peneliti menggunakan model 
interaktif dari Miles dan Huberman untuk 
menganalisis data hasil penelitian (Sugiyono, 
2012; 92). Model interaktif  Miles dan 
Huberman ini adalah sebagai berikut: 
 








Gambar 1. Model Interaktif Dalam Analisis Data Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil   
Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten 
Banggai Kepulauan, dalam melaksanakan 
kebijakan daerah tentang retribusi izin usaha 
perikanan, Bidang pengolahan dan pemasaran 
hasil perikanan dengan seksi pelayanan usaha 
perikanan kananan, telah menajalankan 
program kegiatan monitoring dan evalusai 
kegiatan usaha perikanan yang ada di 
Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal 
Penertiban izin usaha perikanan, dari hasil 
monev yang rutin dilaksanakan tiap tahunnya 
tersebut, terdapat 63 pelaku usaha perikanan, 
baik itu yang sudah memiliki izin usaha 
perikanan,maupun yang belum memiliki izin 
usaha perikanan. Untuk lebih jelasnya berikut 
tabel  daftar pengusaha perikanan yang ada di 
Kabupaten Banggai Kepulauan: 
 
 




Surat Izin Usaha Perikanan 
Jenis Usaha 





1. 2. 3. 4. 5. 
A. Kecamatan Tinangkung      
1. H. Ahmad sombali Bonganan √   Penampung&Pemasar 
2. H.Ragib. Mayuna Bonganan  √  Penampung&Pembudidaya 
3. Abdul Gafur Dg. Madupa Bonganan  √  Penampung&Pemasar 
4. Darwin Laisy Bonganan √   Penangkapan 
5. Ruslan Sailama Bonganan √   Penampung&Pemasar 
6. Ko Pet Bonganan   √ Penampung&Pemasar 
7. Arbun Lapise Bonganan √   Penampung&Pemasar 
8. Orbet Tompudau   √ Penampung&Pemasar 
B. Kecamatan Tinangkung Utara      
1. Abu Jamalang Ponding –Ponding   √ Penampung&Penangkapan 
2. Pincang Tatakala   √ Penampung&Pemasar 
C. Kecamatan Tinangkung Selatan      
1. Laurensius Horianto Tinangkung √   Penampung&Pemasar 
2. Oscar Salila Tinangkung √   Penampung&Pemasar 
3. Mantri Gunawan Tinangkung   √ Penampung&Pemasar 
D. Kecmatan Liang      
1. UD. Pulau Mas Liang Bajo √   Penampung&Pemasar 
2. Alwi Liang Bajo √   Penampung&Pemasar 
3. Olan Yusuf Liang Bajo √   Penampung&Pemasar 
4. Hanapi Apal   √ Penampung&Pemasar RL 
5. Joni D. Lengan Kinandal √   Penampung&Pemasar 
6. John D. Lengan Kinandal √   Penampung&Pemasar 
7. Hasanudin Kitano Kinandal √   Penampung&Pemasar 
8. I Ketut Sardika Kinandal √   Penampung&Pemasar 
9. Suparjo Okumel √   Penampung&Pemasar 
10 Alexs Okumel √   Penampung&Pembudidaya 
E. Kec. Peling tengah      
1. Ardin A. Kanu Luklabibi   √ Penampung&Pemasar 
2. Ariyanto Patukuki   √ Penampung&Pemasar 
3. Kusnadi Patukuki   √ Penampung&Pemasar 
F. Kec. Totikum Selatan      
1. Sudirjon Musa Kalumbatan √   Penampung&Pemasar 
2. Edy Tanasa Kalumbatan √   Penampung&Pemasar 
3. Hamsah Kalumbatan √   Penampung&Pemasar 
4. Romi Kalumbatan √   Penampung&Pemasar 
5. Kusnan Nuran Kalumbatan √   Penampung&Pemasar 
6. Yudi Laming Kalumbatan √   Penampung&Pemasar 
7. Ato Kalumbatan   √ Penampung&Pemasar 
8. Ito Kalumbatan   √ Penampung&Pemasar 





9. Mirna Kalumbatan   √ Penampung&Pemasar 
10 Cami Kalumbatan   √ Penampung&Pemasar 
11 Mino Kalumbatan   √ Penampung&Pemasar 
12 Suri Kalumbatan   √ Penampung&Pemasar 
13 Ilham Kalumbatan   √ Penampung&Pemasar 
14 Rambo Kalumbatan   √ Penampung&Pemasar 
15 Andi Kalumbatan   √ Penampung&Pemasar 
16 Jeksen Kalumbatan   √ Penampung&Pemasar 
G. Kec. Bulagi      
1. Elon Banetan Boluni  √  Penampung&Pemasar 
2. Saiful Kamba   √ Penampung&Pemasar 
3. Hardi Agalip Meselesek  √  Penampung&Pemasar 
4. Exel Denny Kalaki Bakalinga √   Penampung&Pemasar 
H. Kec. Bulagi Utara      
1. Sarifudin Montop √   Penampung&Pemasar 
2. Rustam Montop   √ Penampung&Pemasar 
3. Usman Montop   √ Penampung&Pemasar 
4. Edi Hi. Yasin Bakalinga √   Penampung&Pemasar 
5. Kemilau Cahaya Abadi Komba-Komba √   Penampung&Pemasar 
I. Kec. Bulagi Selatan      
1. Ein Balalon  √  Penampung&Pemasar 
2. Ogang Balalon  √  Penampung&Pemasar 
3. Labania Yamalia Balalon  √  Penampung&Pemasar 
4. Kun Yabintang Unu  √  Penampung&Pemasar 
5. Ko Asiong (Robert) Pandaluk √   Penampung&Pemasar 
6. Jamaludin. M Lolantang  √  Penampung&Pemasar 
J. Kec. Buko      
1. Masran Maana Lalengan    Penampung&Pemasar 
K. Kec. Buko Selatan      
1. Samsul Saimbi Lumbi-Lumbia   √ Penampung&Pemasar 
2. Hj. Tino Lumbi-Lumbia √   Penampung&Pemasar 
3. Agus Lelang Matamaling   √ Penampung&Pemasar 
4. Dg. Ngalle Lelang Matamaling   √ Penampung&Pemasar Ikan 
Hias 
5. Muswandi Kambani   √ Penampung&Pemasar 
Sumber  Data Dari Dinas kelautan dan Perikanan Tahun 2016   
 
Berdasarkan tabel tersebut diatas dari 11 
Kecamatan terdapat  63 pengusaha perikanan, 
yang dimana 27 pengusaha yang sudah 
memiliki SIUP, 9 pengusaha SIUP sudah tidak 
berlaku lagi,27 pengusaha yang belum 
memiliki SIUP. hal ini menunjukkan Dinas 
Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan 
kebiajakan retribusi izin usaha perikanan 
terdapat kendala yang dihadapi dalam 
melakukan penertiban dan pungutan SIUP, 
yang nantinya kendala tersebut akan 
berdampak pada target penerimaan retribusi 
Izin usaha perikanan Kabupaten Banggai 
Kepulauan.  
Dinas Kelautan dan Perikanan Sebagai 
Pelaksana Teknis Kebijakan tentang Retribusi 
Izin Usaha Perikanan, tidak bisa lagi 
menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan, 
hanya bisa mengeluarkan Surat Rekomendasi 
Untuk pengurusan Penerbitan Izin Usaha 
perikanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
tabel biaya retribusi izin usaha perikanan yang 
dilimpahkan dari Dinas kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Ke 
Badan Penaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Banggai 
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Tabel 2. Biaya Retribusi  Izin Usaha Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan 
No Retribusi Izin 
Usaha 
Perikanan 
Jenis Usaha Perikanan Biaya Retribusi 
1. Surat Izin Usaha 
Perikanan 
1. Usaha Penampung dan Pemasaran Hasil perikanan. 
2. Budidaya Siput Mutiara dan Sejenisnya Per ha. 
3. Budidaya Mata Tujuh, Siput, Taripang, dan Sejenisnya. 
4. Budidaya kolam air tenang/Ha dgn areal lahan lebih dari 2 ha. 
5. Budidaya kolam air deras/100M dgn areal lahan lebih dari 5 ha. 
6. Budidaya air payau tradisional/ha untuk pembenihan dgn areal 
lahan diatas 0,5 ha dan pembesaran dgn areal lahan diatas 5 ha. 
7. Budidaya air payau intensif/ha, untuk pembenihan dgn areal 
lahan diatas 0,5 ha dan pembesaran dgn areal lahan diatas 5 ha. 
8. Budidaya rumput laut/ha dgn menggunaka metode: 
a) Lepas dasar tidak lebih dari 8 unit dengan ketentuan 1 unit 
berukuran 100x5 m2.  
b) Lepas dasar tidak lebih dari 20 unti dgn ketentuan  1 
unit=20 rakit, 1 rakit berukuran 5x2,5 m2 
c) Long line tidak lebih dari 2 unit dgn ketentuan 1 unit 
berukuran 1 ha. 
9. Budidaya Ikan Karapu, Kakap, Boronang, dan Lain-lain : 
a) Kerapu bebek/tikus dgn menggunakan lebih dari 2 unitk 
KJA.dgn ketentuan 1 unit=4 kantong ukr 3x3x3/kantong 
kepadatan antara 300-500 ekor/kantong 
b) Kerapu lainnya dgn menggunakan lebih dari 4 unit KJA 
.dgn ketentuan 1 unit=4 kantong ukr 3x3x3/kantong 
kepadatan antara 300-500 ekor/kantong. 
c) Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya dgn 
menggnakan lebih dari 10 unut KJA. dgn ketentuan 1 




Rp.    750.000/Thn 
Rp.    250.000/Thn 
Rp.    125.000/Thn 
Rp.    125.000/Thn 
 
Rp.    187.500/Thn 
 
 
Rp.    250.000/Thn 
 





Rp.    250.000/Thn 
 
 
Rp.    937.000/Thn 
 
 
Rp.    937.000/Thn 
2 Surat Izin 
Penangkapan 
Ikan 
1. Penangkapan ikan laut cakkalang, tuna, tongkol. 
2. Penangkapan ikan laut kakap,sunu 
3. Penangkapan ikan laut karapu udang, lobster,cumu. 
4. Penangkapan ikan laut layang, baronang, kembu teri. 
5. Penangkapan Nener dan Benur. 
6. Pengambilan/Penyelaman Siput Mutiara. 
7. Pengambilan/Penyelaman teripang laut,mata tujuh dan 
sejenisnya. 
8. Pemasangan rumpon dan sejenisnya. 
9. Pembekuan ikan (Cold Storage). 
Rp.   937.000/Thn 
Rp.   750.000/Thn 
Rp.1.000.000/Thn 
Rp.1.100.000/Thn 
Rp.   750.000/Thn 
Rp.   250.000/Thn 
Rp.1.500.000/Thn 
Rp.   635.000/Thn 
Rp.   500.000/Thn 
Rp. 1.000.000/Thn 






















Surat Izin Kapal 
Pengangukut 
Ikan (SIKPI) 
1. Long line budidaya kerang mutiara (1 unit =500-600 M). 
2. Long line diatas 50 unit. 
3. Purse Seine Ukr Panjang dibawah 200 M. 
4. Purse Seine Ukr Panjang diatas 200 M. 
5. Pole and line. 
6. Pajala 1 unit. 
7. Bagang apung 1 unit. 
8. Gilnet Ukr. 100 M. 
9. Gilnet diatas Ukr. 100 M. 
10. Hind line. 
11. Seser. 
12. Bagang tancap 1 unit. 
13. Bubu 1 unit. 
14. Sero dan sejenisnya. 
15. KJA (Budidaya ikan)1 unit(3x3x4). 
16. KJA(Budidaya kerang mutiara) 1 unit(3x3x4). 
17. Kapal Perikanan di bawah 5 GT. 
18. Biaya rekomendasi operasional kapal diatas 10 GT 
Rp.1.250.000/Thn 
Rp.   937.000/Thn 
Rp.   312.500/Thn 
Rp.   475.500/Thn 
Rp.   475.500/Thn 
Rp.   475.500/Thn 
Rp.   625.500/Thn 
Rp.     31.500/Thn 
Rp.     65.000/Thn 
Rp.     31.250/Thn 
Rp.     18.750/Thn 
Rp.     31.250/Thn 
Rp.     15.625/Thn  
Rp.     31.250/Thn 
Rp.   250.000/Thn 
Rp.   500.000/Thn 
Rp.   500.000/Thn 
Rp. 1.000.000/Thn  
Sumber : Data Sekunder BPMP2T Tahun 2015 
 
Pembahasan 
Penilaian dari informan terhadap 
Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Usaha 
Perikanan di Kabupaten Banggai kepulauan, 
terdiri dari 4 aspek, yaitu pertama : Komunikasi 
(Communications), Sumber Daya (resources), 
sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur 
birokrasi (bureucratic structure) berdasarkan 
dengan teori George Edward III (dalam 
Indiahono 2009;54). Implementasi Kebijakan 
Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten 
Banggai kepulauan, dengan melihat 4 aspek 
Implementasi diatas, dengan melakukan 
wawancara melibatkan beberapa informan yang 
dianggap mengetahui dan mengerti masalah-
masalah yang diteliti. Informan yang dilibatkan 
dalam penelitian ini terdiri dari : Unsur dari Dinas 
Kelautan dan perikanan, Unsur dari Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu, Unsur dari Dinas Pendapatan, Unsur 
dari Petugas Penertiban Retribusi Izin Usaha 
Perikanan, dan  unsur dari Pelaku Usaha 
perikanan.  
Dalam Implementasinya, salah satu yang 
mempengaruhinya yaitu faktor komunikasi. 
Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan 
dengan baik jika terjadi komunikasi efektif 
antara pelaksana program (kebijakan) dengan 
para kelompok sasaran (target group).  
Program ini harus terkomunikasikan kepada 
sasaran-sasaran program, sehingga tidak 
terjadi kekeliruan dalam penerapan/ 
implementasi program di lapangan. 
Berdasarkan hasil wawancara, membuktikan 
bahwa Perda Retribusi Izin Usaha Perikanan 
sudah dikomunikasikan kepada para pelaku 
usaha perikanan, yang menjadi objek retribusi 
di Kabupaten Banggai kepulauan. Hal ini juga 
menunjukan bahwa penanggungjawab 
kebijakan yang dalam hal ini Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan 
meskipun keterbatasan anggaran, tetap 
memberikan sosialisasi ditempat kegiatan 
usaha perikanan, tentang kebijakan Retribusi 
Izin usaha perikanan kepada para pelaku usaha 
perikanan yang ada di Kabupaten Banggai 
Kepulauan, dalam bentuk sosialisasi Standar 
Operasional Prosedur (SOP) Retribusi Izin 
Usaha perikanan. 
Hasil wawancara ini menunjukan bahwa 
sosialisasi Perda No. 12 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten 
Banggai Kepulauan telah dilakukan oleh Dinas 
Kelutan dan Perikanan Kabupaten Banggai 
Kepulauan, baik dalam bentuk formal maupun 
informal. Hal ini juga mengambarkan bahwa 
komunikasi kepada stakeholder (pemangku 
kepentingan) Perda No. 12 Tahun 2012 di 
Kabupaten Banggai Kepulauan sudah 
dilakukan secara intensif, guna memenuhi 
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target PAD Pemerintah Kabupaten Banggai 
Kepulauan. Kunjungan lapangan dalam rangka 
penguatan kebijakan Peraturan Daerah No. 12 
Tahun 2012 tentang Retribusi Retribusi Izin 
Usaha Perikanan di Kabupaten Banggai 
Kepulauan sudah dilakukan oleh Dinas 
Kelautan dan perikanan Kabupaten Banggai 
Kepulauan setiap 6 bulan sekali.  
Unsur dari BPMP2T sudah melakukan 
sosialiasi perda dan setiap satu tahun sekali, 
serta melakukan kunjungan lapangan di 
wilayah kecamatan yang tersebar di 
Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan 
memberikanan pelayanan perizinan terpadu 
kepada para pelaku usaha perikanan serta 
pengutan perda No. 12 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Izin usaha Perikanan. Dinas 
Pendapatan Kabupaten Banggai Kepulauan 
sudah melakukan sosialisasi Perda No. 12 
Tahun 2012 tentang retribusi izin usaha 
perikanan kepada pera pelaku usaha perikanan. 
Menganai kunjungan lapangan dalam rangka 
penguatan kebijakan Peraturan Daerah No. 12 
Tahun 2012 tentang Retribusi Retribusi Izin 
Usaha Perikanan di Kabupaten Banggai 
Kepulauan sudah dilakukan oleh Dinas 
Pendapatan Kabupaten Banggai Kepulauan 
setiap satu tahun sekali.  
Dari hasil wawancara bersama para 
pelaku usaha perikanan yang berada di Desa 
Bonganan kecamatan Tinangkung 
menunjukkan Ada yang tidak berjalan jika kita 
melihat apa yang disampaikan oleh pihak 
penerima yaitu komunikasi. Padahal 
komunikasi merupakan proses penyampaian 
informasi dari komunikator kepada 
komunikan. Sementara itu, komunikasi 
kebijakan berarti merupakan proses 
penyampaian informasi kebijakan dari 
pembuat kebijakan (policy makers) kepada 
pelaksana kebijakan (policy implementors). 
Hal ini menunjukan, bahwa sosialisasi sudah 
dilakukan namun belum optimal. Mengenai 
Kunjungan Lapangan yang dilakukan oleh 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Banggai Kepulauan sudah dilakukan dengan 
baik, dalam hal penguatan Perda No. 12 Tahun 
2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan 
di Kabupaten Banggai Kepulauan.  
Sumber daya merupakan bagian penting 
dari pelaksanaan suatu program, baik dari 
jumlah staf pelaksana maupun sumber daya 
manusia (SDM) staf yang akan menjadi 
pelaksana program, serta sarana dan prasarana 
yang menunjang suksesnya program. 
Keterlibatan sumber daya aparatur dalam 
pelaksanaan kebijakan retribusi izin usaha 
perikanan terdiri dari bebrapa instansi, yaitu 
Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu, serta Dinas Pendapatan daerah. 
Hasil wawancara menunjukan bahwa 
jumlah petugas penrtiban retribusi izin usaha 
perikanan  dalam melaksanakan Peraturan 
Daerah No. 12 Tahun 2012 Kabupaten 
Banggai Kepulauan Tentang Retribusi Izin 
Usaha Perikanan masih sangat terbatas, 
sehingga dalam pelaksanaannya belum 
optimal. Hal ini mengambarkan bahwa aspek 
sumber daya petugas penertiban retribusi izin 
usaha perikanan tidak memadai dalam 
menangani jumlah pelaku usaha perikanan 
yang tersebar dari satu daerah ke daerah yang 
saling berjauhan, sehingga membutuhkan 
tenaga personalia yang bisa menangani  
retribusi izin usaha perikanan yang lebih baik.  
Gambaran pelaku usaha perikanan di 
Kabupaten Banggai Kepulauan sangat banyak 
dan ada beberapa wilayah kecamatan yang 
cukup jauh jangkauannya, sehingga 
membutuhkan sarana khususnya transportasi 
untuk menjangkau semua pelakau usaha 
perikanan, dalam pelaksanaan Perda No. 12 
Tahun 2012 tentang retirbusi izin usaha 
perikanan. Hal ini juga menunjukan bahwa 
target pencapaian Retribusi Izin Usaha 
Perikanan  terkendala dengan sarana 
pendukung kebijakan yaitu transportasi bagi 
petugas dalam melakukan penertiban izin usah 
perikanan. 
Informasi petugas penertiban retribusi 
izin usaha perikanan  masih belum berimbang, 
dimana pengusaha sangat banyak dan petugas 
penertiban izin masih minim, sehingga dari 





segi staf pelaksana Retribusi Izin Usaha 
Perikanan di Kabupaten Banggai kepulauan 
masih kurang. Hal ini juga mengambarkan 
bahwa pelaksanaan kebijakan Retribusi Izin 
Usaha Perikanan di Kabupaten Banggai 
Kepulauan masih mengalami kendala personil 
pelaksana, sehingga mempengaruhi target 
pencapaian yang dicanangkan oleh Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai 
Kepulauan. Salah satu kendala dalam 
penegakan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah 
Transportasi para petugas penertiban Izin yang 
akan melakukan pemungutan retribusi Izin 
Usaha Perikanan kepada para pelaku usaha 
perikanan di Kabupaten Banggai Kepulauan.  
Hal ini juga menunjukan bahwa pelaksanaan 
Kebijakan Retribusi Izin Usaha Perikanan  
melalui Perda No. 12 Tahun 2012 masih 
terkendala dari aspek sarana transportasi. 
Pembuktian kebijakan Retribusi Izin 
Usaha Perikanan yang diamanahkan oleh 
Perda No. 12 Tahun 2012 di Kabupaten 
Banggai Kepulauan dari segi jumlah staf 
pelaksana masih belum memadai, dikarenakan 
jumlah pelaku usaha yang banyak dan tidak 
berbanding dengan petugas pemungut retribusi 
yang ada.  Disamping itu tidak didukung 
dengan anggaran dalam melaksanakan 
kebiajakn daerah. Hal ini juga mengambarkan 
bahwa sumber daya personalia dan anggaran 
dalam pelaksanaan kebijakan Retribusi Izin 
Usaha Perikanan masih menjadi kendala, 
sehingga dibutuhkan penambahan petugas 
lebih banyak lagi dan adanya penambahan 
anggaran guna menambah daya dukung 
pelaksanan kebijakan retribusi izin usaha 
perikanan di Kabupaten Banggai Kepulauan.  
Para petugas penertiban izin yang ada di 
BPMP2T menginginkan adanya sarana 
penunjang berupa transportasi yang lebih 
mobile, yang bisa dengan cepat mengjangkau 
para pelaku usaha perikanan yang tersebar, 
guna mendukung pencapaian yang ditarget 
dalam kebijakan Retribusi izin usaha 
perikanan di Kabupaten Banggai Kepulauan.  
Dinas pendapatan dalam pelaksanaan 
kebijakan yang ada di Kabupaten Banggai 
Kepulauan, terkendala dengan masih 
kurangnya tenaga pengawas dalam melakukan  
penertiban retribusi di setiap kecamatan, 
sehingga menimbulkan kurang efisiensinya 
pengawasan potensi wajib pungut retribusi, 
dan berdampak pada penetapan besaran target 
yang harus di capai oleh setiap SKPD masing-
masing. Hal ini juga memberi gambaran 
bahwa peran SKPD sebagai pelaksana teknis 
kebijakan sangat dibutuhkan kerjasama yang 
baik. Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai 
Kepulauan,dalam melakukan pemantauan dan 
pengawasan retribusi  masih terkendala 
dengan kurangnya  jumlah kendaraan   dinas 
dan keterbatasan biaya, sehingga 
mengakibatkan daerah yang jarak tempuhnya 
jauh tidak dapat terjangkau. Hal ini juga 
memberi gambaran bahwa peran SKPD 
sebagai pelaksana teknis kebijakan sangat 
dibutuhkan, terkait dengan kendala yang 
dihadapi dilapangan, untuk memenuhi target 
PAD yang diberikan, sehingga apa yang 
menjadi amanah dari pada suatu kebijakan 
dapat tercapai. 
Gambaran bahwa pelaksanaan Peraturan 
Daerah No.12 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Banggai 
Kepulauan masih terkendala dengan minimnya 
staf penertiban retribusi.  Hal ini menunjukkan 
para pelaku usaha perikanan sadar akan 
pentingnya melakukan pembayaran retribusi 
izin usaha perikanan, sehingga dipandang 
perlu menambah personil dalam hal 
melakukan penertiban izin usaha perikanan, 
meningat masih ada pelaku usaha perikanan 
yang belum memiliki izin usaha dalam 
melakukan usaha perikanan. 
Sarana dan prasaranan dari unsur pemda 
dalam hal ini Dinas kelautan dan perikanan 
Kabupaten Banggai Kepulauan belum 
memadai dikarenakan fasilitas berupa 
bangunan Tempat Pelelangan Ikan di 
Kabupaten Banggai Kepulauan belum tersedia, 
sehingga pelaku usaha perikanan dalam 
melakukan pemasran  hasil perikanan masih 
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lewat Kab.Banggai, dan tentunya ada  biaya 
tambah dalam melakukan pengiriman hasil 
perikanan.   
Dalam Implementasi Kebijakan oleh 
Edward III, Disposisi merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi jalannya kebijakan. 
Jika implementor setuju dengan bagian-bagian 
isi dari kebijakan maka mereka akan 
melaksanakan dengan senang hati tetapi jika 
pandangan mereka berbeda dengan pembuat 
kebijakan maka proses implementasi akan 
mengalami banyak masalah. 
Untuk penelitian ini, Desposisinya 
adalah sikap dan komitmen dari para unsur 
implementor dalam menjalankan suatu 
kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara ini 
menunjukan bahwa Unsur Dinas Kelautan dan 
Perikanan senang dengan adanya keberadaan 
Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Izin Usaha Perikanan, yang menjadi landasan 
dalam melakukan penertiban izin usaha 
perikanan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 
sehingga seluruh personil bidang pengelolahan 
dan Pemasaran hasil perikanan sebagai 
pelaksana teknis kebijakan dapat 
melaksanakan dengan baik untuk termotivasi 
mewujudkan target pencapaian Retribusi Izin 
Usaha Perikanan di Kabupaten Banggai 
Kepulauan. Hal ini juga mengambarkan bahwa 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Banggai Kepulanan, dalam melasanakan 
kebijakan penertiban atas pungutan retribusi 
izin usaha perikanan terdapat kendala 
dilapanagan terkait dengan besaran biaya 
pungut per tahunnya retribusi izin usaha 
perikanan dimana para pelaku usaha perikanan 
yang berpenghasilan rendah menolak dengan 
perhitungan besarnya tarif retribusi izin usaha 
perikanan. Semenjak adanya surat edaran dari 
kementrian kelautan dan Perikanan Tahun 
2014 tentang larangan Daerah untuk 
melakukan pungutan retribusi terhadap kapal 
yang berukuran 5 sampai dengan 10 GT. Dinas 
kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai 
Kepulauan tidak lagi mengeluarkan 
rekomnedasi pungutan retribusi terhadap SIPI 
dan SIKPI, Sehingga Dinas berharap perlu 
adanya pembahasan terkait dengan isi 
kebijakan retribusi izin usaha Perikanan 
Kabupaten Banggai Kepulauan. 
Petugas penertiban izin usaha perikanan 
yang ada di Dinas kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Banggai Kepulauan belum 
komitmen dalam melaksanakan Perda No. 12 
Tahun 2012, dikarenakan masih banyak pelaku 
usaha perikanan belum tertib melakukan 
pembayaran iuran retribusi setiap tahunnya, 
disamping itu kurangnnya ketegasan dari pada 
aparat atau petugas penertiban izin usaha 
perikanan dalam memberlakukan Denda 
ketelembatan bayar kepada pelaku usaha 
perikanan. Hal ini menunjukan bahwa petugas 
penertiban izin usaha perikanan menyukai 
keberadaan Perda No. 12 Tahun 2012 ini, yang 
membuat mereka tidak ragu dalam 
melaksanakan pemungutan retribusi izin usaha 
perikanan, karena memiliki dasar yang jelas 
dalam melaksakanan tugas pemungutan. Hal 
ini juga mengambarkan bahwa petugas 
penertiban  Retribusi Izin Usaha Perikanan 
memiliki pemahaman yang baik tentang 
standar pelaksanaan kebijakan, yaitu adanya 
aturan pokok yang melandasi dilaksanakannya 
suatu kebijakan. 
Petugas penertiban izin usaha perikanan 
memiliki komitmen dalam menyukseskan 
pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Izin Usaha Perikanan, namum 
pimpinan SKPD dalam menjalanakn kebijkan 
tidak mengarahkan kepada petugas penertiban 
retribusi izin usaha perikanan untuk 
melakukan media pungut dalam hal 
perhitungan besarnya biaya retribusi terutang 
yang harus dibayar oleh wajib retribusi.   
Unsur BPMP2T dan Unsur Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai 
Kepulauan, menyetujui keberadaan  Perda No 
12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha 
Perikanan, mengingat peluang potensi 
kegiatan usaha perikanan yang ada di 
Kabupaten Banggai Kepulauan  masih terbuka 
lebar.  Hal ini juga memberi gambaran bahwa 
dalam mengimplementasikan suatu kebijakan 
daerah khususnya Perda No. 12 Tahun 2012 





tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu 
adanya  pengawasan oleh semua unsur yang 
terkait dengan retribusi izin usaha perikanan, 
terutama unsur pelaksana teknis kebijakan 
yang mengetahui secara pasti potensi usaha 
perikanan serta permasalahan yang terjadi di 
lapangan pada saat melakukan penertiban izin 
usaha perikanan.  
Hasil wawancara ini menunjukkan  
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Banggai Kepulauan, belum komitmen dalam 
mengimplentasikan kebijakan  tentang 
Retribusi Izin Usaha Perikanan,  dikarenakan  
SKPD teknis kegiatan yang melaksanakan 
penertiban izin usaha perikanan tidak bisa  
memenuhi target  PAD  yang diberikan oleh 
Daerah. Hal ini juga memberi gambaran 
bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Banggai Kepulauan dalam 
menjalakan suatu kebijakan tentang Retribusi 
Izin Usaha Perikanan belum optimal, karena 
dalam melakukan pungutan dan penertiban 
izin usaha perikanan Dinas Kelautan dan 
Perikanan, tidak mengunkanan media pungut 
yang termuat dalam perda No 12. Tahun 2012, 
khususunya terkait dengan Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKRD yang menentukan besarnya pokok 
jumlah pokok retribusi yang terutang, sehingga 
banyak wajib retribusi usaha perikanan 
meskipun lambat bayar retribusi, mereka tidak 
melakukan membayar denda yang terutang.  
Dari Hasil wawancara bersama para 
pelaku usaha perikanan yang berada di 
Kabupaten Banggai Kepulauan ini 
memberikan gambaran bahwa bahwa Perda 
No.12 Tahun 2012 ada terdapat unsur 
penolakan dari para pelaku usaha perikanan 
kecil terkait dengan besaran wajib pungut 
retribusi, yang iuran retribusi per tahunnya 
disamaratakan dengan para pelaku usaha 
menengah dan besar. sehingga terjadi pro 
kontra terkait dengan isi kebijakan tersebut. 
Kebijakan Retribusi Izin Usaha Perikanan 
disadari oleh para pelaku usaha perikanan, 
bahwa dengan adanya perda tersebut 
menjadikan perikanan lebih baik lagi dalam 
pelayanan maupun fasilitasnya.  
Petugas penertiban izin usaha perikanan 
dalam menjalankan perda No. 12 Tahun 2012 
tentang retribusi izin usaha perikanan belum 
komitmen untuk melaksanakan pungutan 
retribusi izin usaha perikanan, karena tidak 
semua pelaku usaha perikanan dikenakan 
wajib pungut retribusi izin usaha perikanan, 
padahal memiliki jenis dan kegiatan usaha 
yang sama, sehingga berpengaruh terhadap 
capaian target pendapatan asli daerah. 
Unsur Birokrasi merupakan salah satu 
badan yang paling sering bahkan secara 
keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan 
(Birokrasi) baik itu struktur pemerintah dan 
juga organisasi-organisasi swasta. 
Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Usaha 
Perikanan melibatkan beberapa instansi yang 
memiliki karekteristik yang berbeda-beda, 
metode kerja standar operasional, prosedrur 
dan memiliki kewenangan yang tersebar pada 
organisasi masing-masing.  
Hasil wawancara mengambarkan bahwa 
unsur Dinas kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Banggai Kepulauan dalam 
Melaksnakan Kebijakan Daerah tentang 
retribusi izin usaha perikanan telah 
menggunakan Standar Operasional Prosedur 
(SOP). Hal ini juga menunjukan bahwa para 
petugas penertiban izin usaha perikanan telah 
menjalankan SOP guna mengefektifkan 
pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten 
Banggai Kepulauan. 
Petugas penertiban izin usaha perikanan 
sudah memiliki Standar Operasional Prosedur 
dalam pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2012 
tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Hal 
ini juga menunjukan bahwa Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan 
telah memiliki standar operasional prosedur  
yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan 
Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten 
Banggai Kepulauan, sesuia dengan amanah 
Perda No. 12 Tahun 2012. 
Gambaran bahwa birokrasi yang ada 
dalam pelaksanaan kebijakan retribusi izin 
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usaha perikanan di Kabupaten Banggai 
Kepulauan tidak berjalan dengan baik dan 
efektif, dikarenakan  terjadi adanya 
pengambilan wewenang dan tanggung jawab 
antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan 
Badan penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu, salah satunya Penerbitan 
Izin usaha perikanan yang dilakukan 
BPMP2T, tidak didasarkan dari surat 
rekomendasi dari Dinas kelautan dan 
Perikanan. Padahal sesungguhnya sebelum 
BPMP2T menerbitkan Izin Usaha Perikanan 
harus ada surat rekomendasi dari Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai 
Kepulauan. Hambatan lainnya mengenai 
Peraturan Daerah No.12 Tahun 2012 tentang 
retribusi izin usaha perikanan, sampai saat ini 
pemerinah daerah belum melakukan 
perubahan, atau mengeluarkan peraturan 
Bupati terkait dengan isi kebijakan. Sehingga 
Dispenda dalam menetapkan PAD tidak 
didasarkan pada potensi perikanan yang ada.  
Gambaran bahwa BPMP2T dalam 
melaksanakan Perda No. 12 Tahun 2012 
tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan sudah 
mengetahui tahapan-tahapan yang akan 
dilakukan dalam memberikan pelayanan yang 
baik dalam menerbitkan Surat Izin Usaha 
Perikanan,   sesuia dengan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan 
peraturan Bupati  Kabupaten Banggai 
Kepulauan. Ini menunjukan  unsur birokrasi  
yang ada antara Dinas Kelautan dan 
Perikanan, beserta BPMP2T belum sinerjik 
dalam mengimplementasikan kebijakan perda 
No. 12 Tahun 2012 tentang retribusi izin usaha 
perikanan. Sehinggah berpengaruh terhadap 
pelayanan  dan besarnya PAD yang didapatkan 
dari yang ditargetkan daerah khususnya 
retribusi izin usaha perikanan .  
Sistem kerja birokrasi dalam 
mengimplementasikan perda No.12 tahun 
2012 tentang retribusi izin usaha perikanan 
belum berjalan efektif, dikarenakan Dinas 
Kelautan dan perikanan sebagai pelaksana 
penanggung jawab kebijakan belum 
memberikan data yang akurat,  berapa besar 
jumlah wajib pungut retribusi izin usaha 
perikanan yang terutang tiap tahunnya, 
sehingga mengakibatkan capaian output 
Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi 
Izin Usaha Perikanan. Hal ini juga 
menggambarkan masih lemahnya unsur   
birokrasi dalam menjalankan 
pengawasan kebijakan retribusi izin usaha 
perikanan, dikarenakan tidak adanya 
pembentukan penyidik dari unsur  birokrasi 
dalam melakukan pemantauan dan penyidikan 
ketika terjadi tindak pidana dibidang retribusi 
izin usaha perikanan.  
Hasil wawancara menunjukan para 
pelaku usaha perikanan mengetahui secara 
pasti bahwa para petugas penertiban retribusi 
izin usaha perikanan adalah merupakan unsur 
pegawai dari Dinas Kelautan dan Perikanan, 
karena dalam melakukan pungutan retribusi 
para petugas penertiban izin usaha perikanan 
memiliki surat tugas yang sesuai dengan 
dengan standar operasional prosedur yang 
dikeluarkan resmi oleh Bupati Banggai 
Kepulauan tentang tata cara penerbitan SIUP.  
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 
disimpulkan beberapa hal yakni aspek 
komunikasi belum berjalan dengan optimal, 
aspek Sumberdaya belum memadai, aspek 
Sikap/Disposisi belum menunjukkan 
komitmen yang baik, aspek Sturktur Bitorkrasi 
belum terlaksana dengan baik. 
 
Rekomendasi 
1. Agar komunikasi dapat berjalan dengan 
optimal, Dinas Kelautan dan Perikanan 
perlu melakukan sosialisasi secara efektif 
kepada para pelaku usaha perikanan, 
sehingga bagian-bagian isi kebijakan 
retribusi izin usaha perikanan dapat 
terlaksana dengan baik. 
2. Untuk Sumber Daya perlu adanya 
Penambahan jumlah Staf pelaksana 
penertiban retribusi izin usaha perikanan 
dan sarana prasarana pendukung, sehingga 
memudahkan dalam melakukan 
pengawasan kepada pada para pelaku usaha 
perikanan.  
3. Perlu adanya sikap komitmen dari para 





implementor dalam melaksanakan 
kebijakan untuk memberikan sanksi secara 
tegas sehingga ada efek jera bagi pengusaha 
perikanan yang tidak patuh terhadap aturan 
yang berlaku. 
4. Untuk Struktur Birokrasi perlu adanya 
koordinasi yang baik antara Dinas kelautan 
dan Perikanan dengan Badan Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
terkait dengan SOP (Standard Operational 
Procedure)  penerbitan izin usaha perikanan, 
sehingga jumlah data pelaku usaha perikanan  
tiap tahunnya dapat diketahui secara pasti 
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